

BAB III
OBJEK DAN METODELOGI PENELITIAN


1.1 Objek Penelitian
       3.1.1 Sejarah dan Perkembangan Dinas Penanaman Modal dan   Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon berdasarkan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu satu pintu yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Sesuai Peraturan Wali Kota tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu satu pintu.
Seiring dengan reformasi, Pemerintah Kota Cirebon juga membuka akses informasi publikasi berupa pelayanan pengaduan masyarakat atas pelayanan yang telah diberikan. Secara konsepsional diyakini bahwa reformasi bahwa reformasi birokrasi perizinan tersebut di atas, akan membawa dampak strategis dalam menentukan terhadap masuknya investor di Kota Cirebon, paling tidak reformasi Birokrasi Perizinan yang sedang dilaksanakan telah terbukti mampu meningkatkan efisiensi pengurusan izin, baik dalam waktu, persyaratan dan biaya serta tidak kalah pentingnya mampu mengurangi beban masyarakat dan beban pemerintah Kota Cirebon dalam mengelola Perizinan.


3.1.2 Struktur Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
A. Kedudukan
1. Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal dan penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu satu pintu.
2. Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
B. Tugas Pokok
Dinas mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota di bidang pengembangan iklim penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu satu pintu.
C. Fungsi
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas mempunyai fungsi: 
1. Perumusan kebijakan pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota bidang pengembangan iklim penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu satu pintu; 
2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota di bidang pengembangan iklim penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu satu pintu; 
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota di bidang pengembangan iklim penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu satu pintu;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengembangan iklim penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu satu pintu; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.1.3 Visi dan Misi
Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon adalah sebagai berikut:
Visi :
 “Menjadi pelopor untuk mewujudkan Kota Cirebon sebagai kota tujuan investasi dan pelayanan perijinan yang profesional”.
Misi :
1. Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif.
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan.
3.1.4 Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Wali Kota Cirebon No.98 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut:
[image: ]
Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian
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3.1.5 Uraian Tugas
1. Kepala Dinas 
Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin dan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas. Untuk melaksanakan tugas. Kepala Dinas memiliki fungsi:
a. Perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program dan kegiatan Dinas;
b. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas;
c. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas;
d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
e. Memfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
f. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
g. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas; 
h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sekretariat
Sekretariat sebagai unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas pokok dalam membantu Kepala Dinas meliputi pembinaan dan pemberian layanan administrasi penyusunan perencanaan, penatausahaan, keuangan, SDM Aparatur, kerumahtanggaan, arsip dan perpustakaan, organisasi dan tatalaksana, kerjasama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik daerah/ negara dan dokumentasi Badan serta melaksanakan pengoordinasian penyusunan peraturan perundangundangan dan bantuan hukum dalam penyelenggaraan tugas Dinas. Sekretariat, dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh Sub Koordinator Bagian Program dan Pelaporan beserta Sub Koordinator Bagian Keuangan. Sekretaris mempunyai fungsi: 
a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja sekretariat;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup bidang tugas sekretariat Dinas;
c. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup bidang tugas sekretariat Dinas;
d. Pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang pengembangan iklim penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu satu pintu;Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas;
e. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Dinas;
f. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelengaraan tugas Dinas;
g. Pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup bidang tugas sekretariat Dinas; 



h. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup bidang tugas sekretariat Dinas;
i. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal 
Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas, dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan fasilitasi penanaman modal dan potensi investasi. Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh:
1) Sub Koordinator Fasilitasi Penanaman Modal 
Memiliki tugas: 
a. Menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup fasilitasi penanaman modal; 
b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup fasilitasi penanaman modal; 
c. Menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya; 
d. Menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup fasilitasi penanaman modal; 
e. Menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup fasilitasi penanaman modal meliputi pelaksanaan penetapan kebijakan daerah dan pelaksanaan pemberian fasilitasi/insentif dan kemudahan penanaman modal; 
f. Menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup fasilitasi penanaman modal;
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

4. Bidang Promosi Penanaman Modal 
Bidang Promosi Penanaman Modal sebagai unsur ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas, dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan promosi, pengelolaan data dan sistem informasi.
Bidang Promosi Penanaman Modal, dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh:
1) Sub Koordinator Promosi Penanaman Modal 
Yang memiliki tugas: 
a. Menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup promosi penanaman modal; 
b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup promosi penanaman modal; 
c. Menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya; 
d. Menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup promosi penanaman modal;
e. Menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup promosi penanaman modal meliputi pelaksanaan penyusunan strategi dan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal; 
f. Menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup promosi penanaman modal; 

5. Bidang Pelayanan Penanaman Modal 
	Bidang Pelayanan Penanaman Modal sebagai unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas, dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan, konsultasi dan pengelolaan pengaduan. 
		Bidang Pelayanan Penanaman Modal, dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh Sub Koordinator Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan dan Sub Koordinator Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan.
1) Sub Koordinator Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan 
Yang memiliki tugas :
a. Menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;
b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan; 
c. Menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
d. Menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;
e. Menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan meliputi pelaksanaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, pemanfaatan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal, penetapan pemberian fasilitas/insentif;
f. Menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan; 
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
2) Sub Koordinator Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan   
Yang memiliki tugas : 
a. Menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan;
b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan; 
c. Menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
d. Menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan;
e. Menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan meliputi pelaksanaan penyediaan layanan jkonsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;
f. Menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan;
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.


6. Bidang Pengendalian Penanaman Modal 
	Bidang Pengendalian Penanaman Modal sebagai unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas, dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal. 
	Untuk menyelenggarakan tugas Kepala Bidang Pengendalian Penanaman Modal mempunyai fungsi: 
a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Pengendalian Penanaman Modal;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas Bidang Pengendalian Penanaman Modal;
c. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas Bidang Pengendalian Penanaman Modal;
d. Pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang Pengendalian Penanaman Modal;
e. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Pengendalian Penanaman Modal;
f. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Pengendalian Penanaman Modal;
g. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelengaraan tugas Bidang Pengendalian Penanaman Modal;
h. Pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Pengendalian Penanaman Modal;
i. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Pengendalian Penanaman Modal;
j. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundangundangan.

3.2 Metode Penelitian
       3.2.1 Metode Penelitian yang Digunakan  
    Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian. Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Bogdan dan Taylor, dalam Moleong (2017: 4) berpendapat bahwa:
Metode kualitatif adalah peneletian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistic, dan dengan era deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.


Metode Penelitian kualitatif deskriptif ini dipilih karena peneliti ingin mendeskripsikan mengenai Evaluasi Program Sistem Layanan Pengaduan Masyarakat Berbasis Online di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon, selain berpedoman kepada teori, peneliti juga melakukan observasi dan wawancara untuk mengetahui relevansi antara teori tersebut dengan kenyataan yang ada di lapangan.
3.2.2 Desain Penelitian
Desain penelitian merupakan rancangan penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan proses penelitian. Desain penelitian bertujuan untuk memberi pegangan yang jelas dan terstruktur kepada peneliti dalam melakukan penelitiannya.
Menurut Fachruddin (2009:213) desain penelitian adalah kerangka atau perincian prosedur kerja yang akan dilakukan pada waktu meneliti, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran dan arah mana yang akan dilakukan dalam melaksanakan penetian tersebut, serta memberikan gambaran jika peneletian itu telah jadi atau selesai penelitian tersebut diberlakukan.
Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif  yaitu penelitian yang dilakukan untuk menjelaskan data-data yang ditemukan di lapangan mengenai tema penelitian ini.
3.3. Informan dan Teknik Pengumpulan Data 
    3.3.1. Informan
        Sampel pada penelitian kualitatif disebut sebagai informan atau subjek riset, yaitu orang-orang yang dipilih untuk diwawancarai sesuai dengan tujuan penelitian. Disebut sebagai subjek riset, karena informan dianggap paling mengetahui mengenai permasalah yang terjadi di tempat penelitian tersebut.



Menurut Moleong (2006;132) Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian.
        Dimana informan menjadi sumber informasi yang mengetahui tentang penelitian yang sedang diteliti, dengan pertimbangan bahwa merekalah yang paling mengetahui informasi penelitian.
1.3.2. Teknik Pemilihan Informan
Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, sebagaimana maksud yang disampaikan oleh Sugiyono(2012:54)
“Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.”

Pemilihan informan dalam penelitian ini desesuaikan dengan keterkaitannya pada tujuan penelitian. Sesuai dengan judul penelitan yaitu Evaluasi Program Sistem Layanan Pengaduan Masyarakat Berbasis Online Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon, maka informan yang dipilih adalah Kepala Bidang Pelayanan Pengaduan di DPMPTSP sebagai informan kunci (key informan),  serta Pegawai bidang pelayanan pengaduan di DPMPTSP sebagai informan pendukung.
      3.3.3.Teknik Pengumpulan Data
         Teknik pengumpulan data pada saat penelitian harus tepat karena akan berpengaruh terhadap pengumpulan data yang diperlukan. Kualitas dari pengumpulan data akan mempengaruhi pula kualitas data dari hasil penelitian. Terknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian ini antara lain:
1. Studi Kepustakaan atau Literatur, yaitu teknik pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis seperti buku-buku, arsip, laporan dinas, monografi, surat kabar, internet, dan sumber-sumber tertulis lain.
2. Observasi, yaitu proses pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian. Observasi dilakukan dengan pengamatan secara mendalam (deep observation).
3. Wawancara, yaitu mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan penelitian ini untuk menggali informasi lebih dalam. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terpimpin terstruktur yang dilakukan secara mendalam.
4. Dokumentasi,yaitu teknik pengumpulan data berupa catatan peristiwa yang sudah berlalu, biasanya dokumen berupa poto/rekaman yang relevan dengan masalah tersebut.
3.4 Operasionalisasi Konsep Penelitian
          Operasional Konsep Penelitian merupakan cara yang dilakukan untuk menjabarkan konsep penelitian kedalam beberapa dimensi dan parameter yang sesuai dengan teori yang digunakan, sehingga konsep tersebut bersifat konkrit dan dapat diukur. Untuk mempermudah dalam analisis data pada penelitian peran Kepemimpinan kepala bidang dalam Meningkatkan motivasi kerja pegawai di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota cirebon, maka dijabarkan indikatornya dalam suatu tabel sebagai berikut:
                                         Tabel 3.1
Operasionalisasi Konsep Penelitian

	Konsep
	Dimensi
	Parameter

	1
	2
	3

	







Evaluasi Kebijakan Publik menurut William N. Dunn                   (2018:63):
Sebagai produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat hasil kebijakan publik.















	Efektivitas
	1. Tercapainya hasil yang diinginkan.

2. Mengukur seberapa jauh target yang  dicapai.

	
	Efisiensi
	1. Selalu berusaha untuk mendapatkan hasil yang telah diinginkan.

2. Bertanggungjawab atas apa yang sudah ditetapkan guna mencapai hasil yang diinginkan.


	
	Kecukupan
	1. Memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan.

2. Memanfaatkan kesempatan yang ada untuk menyelasaikan masalah yang terjadi.


	
	Perataan
	1. Suatu kebijakan atau usaha secara adil diditribusikan 

2. Kunci dari perataan yang dimaksud yaitu keadilan dan kewajaran.

	
	Responsivitas

	1. Cepat dalam menanggapi suatu persoalan yang terjadi.

2. Menanggapi dengan baik atas pengaduan yang masyarakat buat.


	
	Ketepatan
	1. Keberhasilan suatu kebijakan yang benar-benar tercapai berguna dan bernilai.

2. Dampak perubahan sesuai dengan misi kebijakan tersebut.



3.5 Teknik Pengujian Keabsahan Data
     Pengujian keabsahan data dilakukan dalam rangka memperoleh data yang dapat dipercaya. Menurut Moleong (2017: 320), kebasahan data adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi :
1. Mendemonstrasikan nilai yang benar.
2. Menyiapkan dasar agar dapat diterapkan.
3. Memperoleh keputusan luar yang dapat dibuat tentang konistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya. Untuk menguji keabsahan data yang diperlukan, maka diperlukan teknik pengujian atau pemeriksaan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik Triangulasi. Teknik Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara membandingkan data yang diperoleh dengan cara check, recheck, dan crosscheck terhadap data tersebut. Adapun cara yang digunakan dalam Triangulasi ini, anatara lain:
a. Membandingkan data hasil pengamatan dilapangan dengan hasil wawancara dengan para informan
b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan orang secara pribadi.
c. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang saling berkaitan.
         Pengecekan data ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh adalah valid. Untuk melakukan validitas data dibutuhkan teknik triangulasi yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sama kepada informan yang berbeda terhadap data maupun informasi dari hasil wawancara.
3.6 Teknik Analisis Data
       Analisis data yang dilakukan adalah teknik analisis data deskriptif, menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi secara mendalam mengenai data yang diperoleh. 
        Analisis data proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema. Tahap- tahap yang digunakan dalam analisis data menurut Moleong (2017: 288), adalah sebagai berikut:
1. Reduksi Data, yaitu proses pemilihan data yang telah diperolehdari lapangan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang jumlahnya cukup banyak. Peneliti mencatat dengan rinci, kemudian dilakukan perangkuman memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal penting, dengan demikian data yang direduksi dapat memberikan gambaran penerapan manajemen perpustakaan.
2. Display Data, yaitu penyajian data dalam bentuk uraian, tabel, gambar, grafik, dan sebagainya. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adnya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data perlu disusun secara sederhana dari informasi yang komplek kedalam bentuk analisis yang mudah dipahami.
3. Verifikasi atau penarikan kesimpulan, yaitu data-data yang telah diterangkan dan dijabarkan dalam bentuk narasi penulis gunakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah di rumuskan sebelumnya.
3.7 Jadwal Penelitian
        Penelitian ini diharapkan dapat diselenggarakan dalam kurun waktu tujuh bulan, dimulai dari tahap Persiapan sampai dengan Sidang Skripsi, yang dilakukan pada bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2023. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan dalam waktu tujuh bulan tersebut adalah sebagai berikut :
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3.1.1 Sejarah dan Perkembangan Dinas Penanaman Modal dan   Pelayanan Terpadu 


Satu Pintu Kota Cirebon


 


 


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon 


berdasarkan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 merupakan unsur 


pelaksana urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan 


perijinan terpadu satu pintu yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah 


dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Sesuai Peratura


n Wali 


Kota tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon 


mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan dan 


Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang penanaman modal dan 


penyelenggar


aan pelayanan perijinan terpadu satu pintu.


 


Seiring dengan reformasi, Pemerintah Kota Cirebon juga membuka akses informasi 


publikasi berupa pelayanan pengaduan masyarakat atas pelayanan yang telah diberikan. 


Secara konsepsional diyakini bahwa reformasi bah


wa reformasi birokrasi perizinan tersebut 


di atas, akan membawa dampak strategis dalam menentukan terhadap masuknya investor di 


Kota Cirebon, paling tidak reformasi Birokrasi Perizinan yang sedang dilaksanakan telah 


terbukti mampu meningkatkan efisiensi pe


ngurusan izin, baik dalam 


waktu, persyaratan dan 


biaya serta tidak kalah pentingnya mampu mengurangi beban masyarakat dan beban 


pemerintah Kota Cirebon dalam mengelola Perizinan.
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